BAB 1V

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

1. Luas dan batas wilayah

Kelurahan Kotalama merupakan salah satu kelurahan di
Kecamatan Kedungkandang dengan luas wilayah 1.600.000 m*. Kelurahan
Kotalama ini berada di bagian timur dari wilayah Kota Malang dan berada
di sepanjang aliran sungai Brantas. Kelurahan Kotalama memiliki 11 RW
dan 141 RT. Adapun batas-batas wilayah dari Kelurahan Kotalama, yaitu

sebagai berikut:

e Sebelah Utara : Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing
e Sebelah Barat : Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen
o Sebelah Timur : Kelurahan Kedungkandang

e Sebelah Selatan : Kelurahan Mergosono

Kondisi geografis Kelurahan Kotalama yaitu ketinggian tanah dari
permukaan laut 447 m dpl dengan suhu rata-rata 36°— 27° C. Adapun jarak
orbitasi daerah antara kelurahan dengan kecamatan atau kota madya
adalah sebagai berikut:

Tabel I

Jarak antar daerah

No

Uraian Keterangan

Jarak dari pusat kecamatan 3 KM

50
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Jarak dari pusat kota 1 KM

Jarak dari pusat propinsi 100 KM

Sumber: Data Monografi Kelurahan Kotalama tahun 2009

2. Sarana dan prasarana

Kelurahan Kotalama adalah termasuk daerah yang terletak di dekat
pusat kota, dan mengenai sarana dan prasarana sudah cukup memadai, di
antaranya pendidikan, kesehatan dan peribadatan sudah tersedia secara
lengkap.
a. Prasarana pendidikan
Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting adanya,
karena itu prasarana yang menyangkut tentang pendidikan seharusnya
memang diupayakan adanya untuk menunjang kelangsungan
pendidikan generasi selanjutnya. Dalam hal ini di Kelurahan Kotalama
sudah sangat cukup dalam hal lembaga pendidikan baik swasta
maupun negeri.
Tabel I

Prasarana Pendidikan

Negeri Swasta
Jenis
No Gedung | Guru | Murid | Gedung | Guru | Murnd
Pendidikan
Buah | Orang | Orang | Buah | Orang | Orang
1 TK - - - 2 6 85
2 Sekolah Dasar 3 84 2.380 1 8 90
3 SLTP - - - 1 24 125
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4 SLTA - - - - - -
5 Madrasah - - - - - -
JUMLAH 3 84 2.380 4 38 300
Sumber: Data Monografi Kelurahan Kotalama tahun 2009
. Prasarana kesehatan
Adapun prasarana kesehatan yang ada di Kelurahan Kotalama
tidak cukup memadai, meskipun wilayahnya terletak tidak jauh dari
pusat kota. Prasarana kesehatan yang dimiliki antara lain sebagaimana
tabel di bawah ini:
Tabel 111
Prasarana Kesehatan
No Jenis Prasarana Jumlah
1 Puskesmas Pembantu 1
2 Praktek Dokter Umum 5
TOTAL 6

Sumber: Data Monografi Kelurahan Kotalama tahun 2009

. Prasarana peribadatan

Masyarakat Kelurahan Kotalama memiliki ragam kepercayaan
dan agama, namun mereka tetap rukun dalam hal beribadah dan
berkehidupan sosial lainnya. Kebutuhan rohani juga sangat penting
dalam menunjang spirit kerja dan ketika dihadapkan pada persoalan

atau permasalahan tertentu. Untuk itu sarana peribadatan sangat
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penting dalam beribadah dengan tenang. Adapun tempat ibadah atau

sarana peribadatan di Kelurahan Kotalama seperti dalam tabel berikut:

Tabel IV

Prasarana Peribadatan

No Jenis Prasarana Jumlah
1 Masjid 11
2 Mushola 85
3 Klentheng 1
TOTAL 97
Sumber: Data Monografi Kelurahan Kotalama tahun 2009
3. Jumlah penduduk

Kelurahan Kotalama memiliki jumlah penduduk yang cukup

tinggi, yang terbagi atas penduduk asli setempat (pribumi) dan juga

pendatang yang saat ini banyak yang sudah menetap di kelurahan ini.

Adapun jumlah penduduk Kelurahan Kotalama yaitu sebagai berikut:

Tabel V
Jumlah Penduduk
No Status Jumlah
1 Laki-laki 14.544 orang
2 Perempuan 15.072 orang
3 Kepala Keluarga 7.608 KK

Sumber: Data Monografi Kelurahan Kotalama tahun 2009
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Jumlah penduduk keseluruhan adalah berjumlah 29.616 orang
dengan jumlah kepala keluarga 7.608 KK. Dari sekian jumlah penduduk,
terdapat beragam agama yang dianut mereka, meskipun mayoritas
beragama Islam. Hal ini bisa dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel VI

Jumlah Penduduk menurut Agama

No Agama Jumlah
1 Islam 23.976 orang
2 Khatolik 307 orang
3 Protestan 289 orang
4 Hindu -
5 Budha 198 orang

Sumber: Data Monografi Kelurahan Kotalama tahun 2009

Apabila dilihat dari segi usia, Kelurahan Kotalama didominasi oleh

kalangan pemuda. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel VII

Jumlah penduduk menurut usia

No Usia Jumlah
1 0 -5 tahun 1.943 orang
2 6 — 15 tahun 4.329 orang
3 16 — 60 tahun 16.561 orang
4 60 tahun ke atas 1.606 orang

Sumber: Data Monografi Kelurahan Kotalama tahun 2009
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4. Kondisi sosial ekonomi masyarakat RW VIII

Dari identifikasi dan pengamatan yang telah dilakukan,
kebanyakan masyarakat RW VIII memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan
berdagang di pasar. Ada pula yang membuka usaha toko atau warung
sederhana di rumahnya. Kebanyakan pekerjaan ini dilakukan oleh warga
yang tinggal di perumahan sederhana. Sedangkan masyarakat yang tinggal
di kampung kebanyakan bekerja menjadi pengemis ataupun pengamen dan
ada pula yang menjadi pengangguran. Hal ini dapat dilihat dari para laki-
laki dewasa yang kebanyakan bekerja menjadi pemulung, sedangkan para
perempuan dewasanya bekerja sebagai pengemis atau buruh pabrik.

Untuk para pemuda di RW VIII, khususnya yang tinggal di
kampung, rata-rata berprofesi sebagai pengamen. Ada yang mengamen di
alun-alun dan ada pula yang di perempatan jalan. Tetapi yang cukup
menarik perhatian adalah adanya organisasi yang mewadahi para
pengamen ini, yakni SPJM (Serikat Pengamen Jalanan Malang).
Organisasi inipun tidak hanya menjadi tempat berkumpul saja, tetapi juga
sebagai tempat belajar bagi para pengamen yang kebanyakan adalah anak-
anak putus sekolah. Tidak hanya itu, organisasi ini juga mempunyai
kegiatan sosial yang cukup mulia yaitu membantu masyarakat miskin di
RW VIII yang sakit agar bisa memperoleh pelayanan kesehatan gratis di
Puskesmas ataupun di Rumah Sakit.

Kehidupan sosial masyarakat di RW VIII cukup harmonis dan

kondusif meskipun di sana terdapat perbedaan kultur antara masyarakat
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yang berasal dari Madura dengan masyarakat asli setempat. Hal ini terlihat
dari kegiatan gotong royong pembangunan mushola dan selokan ataupun
aktifitas jama’ah tahlilnya. Letupan-letupan atau gesekan-gesekan antar
warga seringkali terjadi, namun semuanya dapat diselesaikan dengan cara
yang baik dan damai melalui musyawarah mufakat.

Kekompakkan untuk menunjukkan keharmonisan dalam kehidupan
bermasyarakat juga ditunjukkan oleh para pemudanya, melalui Karang
Taruna Muharto Selatan (KAMUS). Dengan adanya wadah ini, para
pemuda bisa meluangkan segala kreatifitas serta ide-ide cemerlangnya.
Bahkan, KAMUS pemah mengadakan upacara sederhana untuk
memperingati Hari Sumpah Pemuda, yang seolah ingin menunjukkan
bahwa kepedulian dan jiwa sosial yang tinggilah kemajuan bangsa ini bisa
tercapai.

. Kondisi keagamaan masyarakat RW VIII

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan agama Islam
juga yang paling besar di Indonesia di antara agama-agama yang lainnya.
Namun, agama selain Islam juga banyak yang berkembang, termasuk di
RW VIII ini, sehingga mengharuskan masyarakat untuk saling
menghormati antar pemeluk agama. Rasa saling menghormati inilah yang
menjadikan masyarakat RW VIII tetap damai dalam kehidupan sosialnya.

Sebagian besar masyarakat RW VIII adalah penduduk yang
beragama Islam, ini bisa dilihat dari keseharian penduduk RW VIIL

Biasanya pada sore hari kebanyakan anak-anak belajar mengaji atau ilmu-
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ilmu agama yang lain di mushola. Juga pada malam harinya kebiasaan ibu-
ibu adalah tahlilan dan yasinan, begitu pula dengan bapak-bapaknya.

Kondisi ini terus berlanjut seakan-akan tanpa dikomando mereka
sudah tahu apa yang harus dilakukan setiap harinya berkenaan dengan
aktifitas keagamaan, dan mayoritas penduduknya adalah NU (Nahdhlatul
Ulama’).
. Kondisi lingkungan masyarakat RW VIII

Selama dalam penelitian kami banyak mempelajari kondisi
masyarakat RW VIII yang terbagi dalam 14 RT. Tiap RT rata-rata terdiri
dani 50 KK sehingga total di RW VIII ada + 700 KK, yang tiap KK dihuni
oleh 4-5 jiwa. Dengan demikian jumlah penduduk di RW VIII sekitar +
3.500 jiwa. Menyangkut masalah kebersihan, meskipun ada peraturan
yang memobilitasi masyarakat agar berperilaku bersih, akan tetapi masih
terdapat beberapa anggota masyarakat yang belum memiliki kesadaran
akan pentingnya budaya hidup bersih, seperti membuang sampah
sembarangan, khususnya ke sungai. Padahal kebanyakan rumah penduduk
di RW VIII berada di sepanjang aliran sungai Brantas. Di samping itu,
rumah-rumah penduduk di RW VIII rata-rata berukuran kecil dan saling
berhimpitan, bahkan banyak yang tidak memiliki kamar mandi sehingga
kalau ingin mandi atau mencuci harus ke sungai. Untungnya kebiasaan
buruk membuang sampah di sungai tidak sampai mengakibatkan musibah

banjir karena rumah penduduk berada lebih tinggi dari sungai.
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7. Kondisi politik di masyarakat RW VIII

Dalam proses menggunakan hak politiknya, masyarakat RW VIII
masih labil. Terlalu sering dibohongi dalam setiap momentum Pemilu atau
Pilkada menjadikan banyak masyarakat bertindak pragmatis. Kondisi
ekonomi juga mendukung hal ini terjadi, sehingga tiap ada Pemilu atau
Pilkada banyak masyarakat yang lebih memilih calon yang memberi uang
banyak dan tidak terlalu memperdulikan program apa yang diusung.
Bahkan, karena kedewasaan dalam berpolitik masih cukup rendah,
pemilihan ketua RW pun muncul gesekan antar warga meskipun tidak
sampai ada kericuhan atau kerusuhan. Hanya sedikit sekali masyarakat
RW VIII yang benar-benar bisa menggunakan hak politiknya secara
dewasa.

Momentum pemilu legislatif 2009 ini pun banyak yang
dimanfaatkan warga untuk mencari keuntungan sesaat karena kebanyakan
sudah tidak percaya lagi dengan para caleg yang maju. Di samping itu,
banyaknya caleg juga berpengaruh pada warga dalam memilih calon yang
sesuai. Tetapi, ada beberapa warga yang sudah mempunyai pilihan
politiknya dalam pemilu legislatif 2009 meskipun jumlahnya cukup

sedikit.
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B. Deskripsi Hasil Penelitian
1. Tindakan sosial masyarakat RW VIII dalam menghadapi Pemilu
Legislatif 2009

Pemilu Legislatif telah berlangsung sejak kemerdekaan bangsa
Indonesia 17 Agustus 1945. Pemilu Legislatif ini dilangsungkan tiap 5
tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD
Kabupaten/Kota dan DPD.

Pelaksanaan Pemilu Legislatif yang berlangsung 5 tahun sekali ini
ternyata masih belum menampakkan perkembangan yang signifikan. Para
caleg dan partai-partai politik yang silih berganti memenangkan pemilu di
lokal maupun nasional tidak membawa perubahan yang berarti. Kita justru
disuguhkan oleh kelakuan banyak di antara mereka yang tidak dewasa,
mementingkan diri sendiri, menghambur-hamburkan uang yang mereka
dapatkan dari rakyat. Ajang pemilu legislatif hanya dijadikan ajang
pemasaran janji-janji manis, hadiah-hadiah (sogokan) kecil buat rakyat
dibagi-bagikan, sebagai investasi untuk kursi jabatan yang bisa dijadikan
pengeruk uang yang lebih besar.

Menurut Sunaryo, tokoh pemuda RW VIII, masih belum juga ada
perkembangan ke arah yang lebih baik. Berikut penuturannya:

Pemilu legislatif yang diadakan tiap 5 tahun sekali di Indonesia

sama saja, tidak ada perubahan yang berarti. Masak dari dulu

sampai sekarang persyaratan untuk mendirikan partai tetep sulit
dan rumit, hanya mereka yang punya uang besar saja yang bisa
dengan mudah mendirikan partai. Kemudian banyak caleg yang

nggak berbobot dan asal-asalan, yang bisanya cuma money politic.
Mereka nggak ngerti apa keinginan rakyat, juga banyak yang
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nggak ngerti tugas sebagai anggota legislatif dan lebih
mementingkan iming-iming gaji anggota dewan yang besar.”

Jelas bahwa masyarakat masih menganggap pemilu legislatif yang
ada di Indonesia tidak menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih
baik. Hal ini tentu saja dapat mempengaruhi tindakan sosial masyarakat
dalam proses menentukan pilihan politiknya. Kebohongan yang seringkali
diperoleh dapat menyebabkan masyarakat lebih memilih golput (tidak
memilih) ataupun menjadi pragmatis dalam menentukan pilihan
polittknya. Tentu saja hal ini bukanlah sesuatu yang kita harapkan,
mengingat tujuan dari Pemilu sebagai proses pembelajaran politik bagi
masyarakat.

Tanggal 9 April 2009, sekitar 175 juta rakyat Indonesia yang
mempunyai hak pilih akan memberikan suaranya kepada Caleg (Calon
Legislatif) yang bertarung memperebutkan kursi DPR, DPRD I dan II, dan
DPD. Bagi rakyat Indonesia sendiri, khususnya rakyat miskin, hal ini
mengandung arti penting, karena berhubungan dengan pergantian politik
dan ekonom1 yang sedikit banyak berpengaruh pada kehidupan mereka.

Tercatat sebanyak 38 Partai Nasional ditambah 6 Partai Lokal siap
berkompetisi memperoleh dukungan rakyat pemilih. Akan tetapi, janji-
Janji manis program perjuangan yang ditawarkan oleh Partai-partai
tersebut, layaknya membeli Kucing dalam Karung. Rakyat sebagai pemilih
harus jeli melihat program yang ditawarkan oleh Partai-Partai tersebut

dalam mengatasi krisis ekonomi 10 tahun terakhir, jangan sampai kita

% Hasil wawancara dengan Sunaryo (Sekretaris RW VIII) pada tanggal 20 Juni 2009
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hanya dijadikan objek belaka. Lebih dari 50 tahun rakyat berada diluar
kekuasaan, pengambilan kebijakan sepenuhnya dikuasai oleh segelintir
orang yang berada di lembaga eksekutif dan legislatif. Karena keterlibatan
rakyat dalam merumuskan, mendiskusikan, dan mengusulkan kebijakan
sangat kecil, maka hampir seluruh kebijakan yang diputuskan tidak
berpihak kepada rakyat. Karena tidak ada kontrol dari rakyat (sebagai
pemilih), anggota DPR/DPRD/DPD yang kita pilih dapat berbuat sesuka
hatinya, bahkan memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri
dan melupakan aspirasi politik rakyat. Padahal, kebijakan politik
(parlemen dan eksekutif) sangat berhubungan dengan peningkatan
kesejahteraan rakyat.

Ada yang berbeda dalam Pemilu Legislatif 2009 kali ini, yaitu
dalam cara memilih, yaitu dengan memberi tanda (V) atau yang dikenal
dengan nyontreng pada logo partai atau nama Caleg di kertas suara dan
penetapan Caleg berdasarkan suara terbanyak. KPU sendiri sudah
melakukan sosialisasi, baik dengan langsung mendatangi masyarakat atau
melalu media elektronik dan cetak. Akan tetapi, banyak masyarakat yang
masih bingung dan tidak paham dengan cara yang baru ini. Melihat kertas
suara yang ukurannya sangat besar saja sudah bingung, apalagi jika harus
memilih partai atau Caleg yang juga banyak.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Kusmiati:

Bingung mas, soalnya jumlah partai sama calegnya terlalu banyak.

Meskipun sudah ada sosialisasi di televisi tetap saja masih

bingung. Saya saja sampai menjelang hari H masih belum punya
pilihan, apalagi untuk caleg tidak ada fotonya. Terus juga bingung
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cara nyontreng kayak gimana karena katanya di sebelah atas atau

bawah gambar boleh. Jadi, menurut saya mas enak yang dulu yaitu

nyoblos karena tidak terlalu ribet caranya.*

Penuturan Ibu Kusmiati tersebut dibenarkan oleh ibu-ibu yang lain
yang kebetulan lagi berkumpul di tempat wawancara berlangsung.
Ternyata, meskipun sudah ada sosialisasi cara menyontreng, baik dari
media cetak dan media elektronik ataupun petugas KPPS (Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara), masyarakat masih kebingungan.

Untuk lebih memperkuat lagi data yang kami dapat, kami juga
melakukan wawancara dengan beberapa responden yang lain. Di antaranya
yaitu Mbak Ani yang sedang menenangkan anaknya yang lagi menangis.
Mbak Ani menuturkan:

Begini mas, dan dulu kan kita sudah terbiasa dengan cara nyoblos
dan caleg itu ada fotonya. Terus sekarang tiba-tiba diganti, jadi
wajar mas kalau banyak warga sini yang bingung. Sudah jumlah
partainya banyak, calegnya juga tidak ada fotonya. Warga di sini
itu kebanyakan malas membaca mas, tetapi lebih senang
menghafal, makanya pas tahu tidak ada foto calegnya jadi pada
bingung semua.*'

Dari data tersebut dapat dijabarkan bahwa perubahan tata cara
pemungutan suara dalam Pemilu Legislatif 2009 ini justru membuat
masyarakat bingung. Apalagi jumlah partai peserta Pemilu Legislatif 2009
ada 38 partai, hal ini sangat menyulitkan masyarakat karena harus melihat
dulu sebelum menentukan pilihan politiknya. Belum lagi dengan jumlah

caleg dari tiap partai yang cukup banyak pula. Faktor pendidikan juga

cukup berpengaruh dalam hal ini. Tingkat pendidikan yang rendah, yang

“* Hasil wawancara dengan Ibu Kusmiati pada tanggal 1 Juli 2009
4! Hasil wawancara dengan Mbak Ani pada tanggal 1 Juli 2009
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terkadang membuat masyarakat masih belum lancar dalam hal membaca
dan menulis menjadikan mereka lebih memilih untuk menghafal gambar
partai dan foto para caleg daripada harus membaca nama-nama caleg yang
jumlahnya sangat banyak. Fakta ini bisa mempengaruhi proses masyarakat
dalam menentukan pilihan politiknya pada saat hari penyontrengan tiba.

Waktu penyontrengan sudah tinggal beberapa hari lagi. Tidak jauh
berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya ataupun momentum politik
lainnya yaitu hari-hari menjelang waktu pemilihan tiba dijadikan ajang
kampanye bagi partai-partai atau para caleg yang maju sebagai peserta
pemilu legislatif. Cara-cara yang dipakai pun tetap sama, yaitu dengan
memasang atau mengibarkan bendera partai di jalan-jalan atau di tengah
pemukiman penduduk. Partai peserta pemilu legislatif pun mulai
mengenalkan para caleg-calegnya yang akan maju, yaitu dengan melalui
pemasangan baliho-baliho ukuran besar, sedang atau kecil di semua
tempat. Ataupun dengan pembagian stiker atau kartu nama kepada
masyarakat calon pemilih.

Setiap hari pimpinan parpol sibuk mengadakan pertemuan dengan
para calegnya untuk merumuskan strategi kampanye demi memperoleh
kemenangan. Para caleg pun tak kalah sibuknya, hampir tiap hari mereka
keluar masuk pemukiman penduduk di Dapil (Daerah Pemilihan) mereka
untuk menggalang massa sebagai kekuatan untuk pemenangannya. Tidak

hanya itu saja, para caleg juga menunjuk beberapa orang untuk dijadikan
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Tim Sukses sebagai usaha memaksimalkan perolehan suara dalam pemilu
legislatif 2009.

Begitu juga dengan di lingkungan RW VIII Kelurahan Kotalama.
Hampir di sepanjang jalan terdapat beraneka ragam gambar parpol dan
caleg yang akan maju dalam pemilu legislatif 2009. Tiap sudut gang pun
tak luput dari baliho para caleg tersebut. Banyaknya baliho para caleg
tersebut tidak hanya membuat masyarakat semakin bingung tetapi juga
membuat kesan kumuh karena pemasangan baliho yang sangat semerawut.

Masyarakat RW VIII sendin terlihat cukup antusias dalam pemilu
legislatif 2009 ini. Sebagian masyarakat RW VIII pun masuk sebagai Tim
Sukses dari beberapa caleg yang maju. Tugas tim sukses ini adalah untuk
menggalang dan mendata massa untuk dapat dipastikan memilih caleg
yang ditawarkan. Tim sukses juga bekerja membagikan stiker atau kartu
nama para caleg dan juga memasang bendera parpol di jalan-jalan atau di
sudut-sudut kampung. Mereka juga harus memasang baliho-baliho para
caleg, serta mempersiapkan orang-orang yang dijadikan saksi saat waktu
pemilihan tiba.

Banyaknya masyarakat RW VIII yang masuk menjadi tim sukses
tidak begitu mempengaruhi masyarakat yang lain. Masih banyak
masyarakat yang sudah tidak percaya lagi dengan para caleg akibat
kebohongan-kebohongan di pemilu-pemilu sebelumnya. Sebagai daerah
yang sangat sering dijadikan objek kampanye oleh parpol dan para

calegnya, maka tak urung hal ini dimanfaatkan masyarakat untuk mencari
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keuntungan dalam membantu proses kampanye tersebut. Seperti pada saat
pemasangan baliho caleg atau bendera parpol misalnya, beberapa warga
bersedia membantu para caleg asal diberi uang sebagai pengganti tenaga
mereka karena jumlah baliho yang cukup banyak. Pada saat kampanye
terbuka, masyarakat bersedia hadir asalkan diberi uang. Selain itu,
beberapa caleg diminta untuk membantu pembuatan posko kampanye
ataupun perbaikan mushola dan selokan dengan janji akan dipilih saat
pemilu nanti. Hal ini cukup wajar mengingat masyarakat sudah terlalu
sering dibohongi oleh para caleg dalam tiap pemilu legislatif.

Sunaryo, yang juga menjabat sebagai sekretaris RW VIII
menjelaskan bahwa masyarakat bersedia datang ke TPS untuk memilih
caleg yang memberinya uang banyak. Berikut penuturan beliau:

Masyarakat di RW VIII in1 mayoritas adalah masyarakat miskin
dan banyak yang tidak tamat sekolah. Tetapi mas, meskipun kami
adalah orang miskin, kami tidak lagi bisa dibohongi oleh para
caleg yang maju dalam pemilu legislatif 2009 ini. Karena kami
sering dibohongi maka sekarang lebih baik kami memanfaatkan
mereka. Para caleg kami kasih syarat kalau ingin dapat suara di sini
ya harus mau menuruti permintaan warga, seperti merenovasi
mushola, perbaikan selokan ataupun pembangunan posko
pemenangan. Kalau mereka tidak mau ya kami juga tidak mau
memilih mereka. Ini kami lakukan daripada nanti menyesal kalau
dibohongi lagi. Jadi mas, kalau tidak ada uang ya tidak suara yang
kami berikan kepada para caleg tersebut.**

Kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan dalam upaya
peningkatan partisipasi dan kedewasaan berpolitik bagi masyarakat kita,

khususnya bagi masyarakat miskin. Kita bisa melihat bagaimana

masyarakat secara sadar tetap berangkat ke TPS untuk memilih tetapi

“2 Hasil wawancara dengan Sunaryo (Sekretaris RW VIIT) pada tanggal 25 Juni 2009



66

harus ada uangnya. Pragmatisme seperti wajar mengingat mereka cukup
jenuh dengan kebohongan-kebohongan yang sering diterima. Namun, hal
ini justru akan membuat proses menuju kedewasaan dalam berpolitik
menjadi terhambat.

Yang lebih ironis lagi, parpol dan caleg yang harusnya
memberikan pembelajaran politik ke masyarakat justru melakukan hal
yang sama. Bisa jadi karena takut kalah, banyak parpol dan para calegnya
dengan santainya memberi uang kepada masyarakat tanpa sepengetahuan
Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Legislatif. Jumlahnya pun tidak kecil,
malah antar parpol atau caleg saling bersaing dalam memberi uang
tersebut dengan harapan bisa jadi pemenang.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Lilik berikut ini:

Saya itu melu (ikut) terus mas tiap ada kampanye karena pasti

dikasih duit. Trus tiap caleg ngeke’ine bedo-bedo (memberinya

berbeda-beda) mas, onok sing titik yo onok sing akeh (ada yang
sedikit ya ada yang banyak). Tapi saya nggak melu nyontreng
soale wes pegel karo janji-janjine sing akhire gak klakon kabeh

(soalnya sudah bosan sama janji-janjinya yang pada akhirnya tidak

ada yang terwujud semuanya). Duite mau mas tak gawe memenuhi

kebutuhan keluarga sehari-hari.**

Bentuk lain yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah benar-
benar jenuh dengan kebohongan para caleg adalah masyarakat yang
ditunjuk oleh parpol atau caleg untuk menjadi saksi saat proses
pemungutan suara berlangsung. Masyarakat yang menjadi saksi pun

menuntut adanya kompensasi dalam bentuk upah kepada parpol atau caleg

yang menunjuk mereka. Seperti yang dituturkan Pak Kasiyo berikut ini:

* Hasil wawancara dengan Mbak Lilik pada tanggal 1 Juli 2009
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Dalam pileg ini saya disuruh menjadi saksi oleh salah satu parpol
peserta pileg. Meskipun tugas saksi hanya mengawasi proses
penghitungan suara, tetapi saya tidak mau kalau secara cuma-
cuma. Saya menuntut diberikannya kompensasi uang dari tugas
sebagai saksi. Dalam pileg ini saya minta dibayar 200-300 ribu.
Kalau parpol tersebut tidak mau, saya juga tidak mau jadi saksi,
toh nanti setelah pileg pasti mereka juga melupakan jasa saya
sebagai seorang saksi. Ini jelas merugikan saya yang sudah capek-
capek bekerja mulai pagi, tetapi pada kenyataannya tidak mendapat
apa-apa dan yang ada malah saya dilupakan.**

Kenyataan tersebut menunjukkan betapa besar perubahan tindakan
sosial masyarakat dalam pemilu legislatif 2009 ini. Politik transaksional
atau strategi money politic jelas terlihat disini. Gambaran yang cukup
ironis untuk menunjukkan seolah-olah telah terbangun suatu hubungan
simbiosis mutualisme antara parpol dan caleg dengan masyarakat sebagai
pemilih.

Namun, ada pula masyarakat yang mempunyai pendirian dalam
momentum Pemilu Legislatif 2009 ini, yaitu memilih untuk Golput.
Dalam sebuah wawancara di sore hari yang cerah, Pak Taufik selaku
Ketua RW VIII menuturkan:

Saya itu mas mulai Pemilu Legislatif 2004 yang dulu sama yang
2009 kemarin memilih untuk golput soalnya saya sudah bosan
dibohongi terus sama para caleg yang maju. Saya melihat
perkembangan pemilu tiap 5 tahun sekali di Indonesia tidak ada
perkembangan yang berarti, bahkan menurut saya tahun 2009 ini
yang paling jelek terutama dalam soal DPT. Melihat para calegnya
pun saya bingung, karena jumlahnya sangat banyak tetapi tidak ada
yang punya kualitas. Kalau boleh saya katakan mereka tidak ada
yang paham tugas sebagai anggota legislatif tetapi sangat
bersemangat akan nilai gaji yang besar. Oleh karena itulah, sudah
saya tidak kenal sama caleg yang ada maka lebih baik saya
memilih golput.*

* Hasil wawancara dengan Pak Kasiyo pada tanggal 25 Juni 2009
% Hasil wawancara dengan Pak Taufik (Ketua RW VIII) pada tanggal 20 Juni 2009
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Jelas sekali bahwa perubahan kebijakan atau cara dalam tiap
pemilu legislatif ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan,
bahkan cenderung menambah masalah baru bagi masyarakat. Oleh karena
itu, bukan sekedar memunculkan figur-figur baru dalam panggung politik,
akan tetapi kekuatan politik baru harus mampu menciptakan tradisi
berpolitik yang baru; berbeda dengan cara berpolitik oligarkis dan politisi
lama. Tradisi berpolitik yang baru imi adalah cara mengorientasikan
Negara dan aparatusnya untuk bekerja bersama rakyat, menjaga dan
mendistribusikan sumber-sumber ekonomi, mengelola ekonomi dan
produksi untuk rakyat, dan memajukan tenaga produktif massa rakyat.

. Pemilu Legislatif yang diharapkan masyarakat RW VIII

Dinamika perkembangan pemilu legislatif di Indonesia telah
merubah pola pikir dan tindakan sosial masyarakat dalam menentukan
pilihan politiknya. Ini menunjukkan betapa belum maksimalnya proses
pembelajaran politik bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin di
Indonesia. Pesta demokrasi di negeri ini terlihat menggema di luar tetapi
bobrok di dalam. Sudah saatnya perubahan ke arah yang lebih baik dalam
sistem pesta demokrasi negeri ini dibenahi agar tidak ada lagi pihak-pihak
yang merasa dirugikan, dalam hal ini adalah masyarakat.

Harapan tersebut sampai detik ini masih belum terlihat di
masyarakat kita. Dalam pemilu legislatif 2009 ini tampak bahwa mayoritas
masyarakat memilih bersikap pragmatis dalam menentukan pilihannya,

sehingga politik transaksional menjadi sebuah kesimpulan dari fenomena
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proses pemilu legislatif 2009 ini. Akan tetapi, tidak semua masyarakat
kita, khususnya yang miskin melakukan hal tersebut. Masih ada di antara
mereka yang sudah mempunyai pilihan politik sesuai hati nurani mereka.
Di samping itu, masyarakat sebenarnya juga menginginkan sebuah proses
pemilihan umum yang benar-benar adil dan demokratis. Hal ini
sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Miskun berikut ini:

Kita ini emang orang miskin mas yang tidak tamat sekolah tetapi
kita tetap mengerti kok dengan kondisi bangsa ini. Selama ini kita
memang selalu menjadi objek kampanye dari partai politik dan
para calegnya karena menganggap kita orang miskin yang mudah
dibohongi. Akan tetapi, mereka semua salah karena meskipun kita
miskin, kita tetap punya pilihan yang tegas untuk merubah nasib
kita. Pada dasarnya semua orang menginginkan sebuah proses
pemilihan umum yang enak sehingga bisa dinikmati oleh semua
orang. Tetapi entah kenapa hal ini seperti sulit terwujud di bangsa
kita ini. Kita sebenarnya sudah tidak percaya dengan partai yang
ada, tetapi apa daya mas, mau buat partai sendiri syaratnya luar
biasa berat. Oleh karena itu, saya sering merenung ataupun
berdiskusi dengan warga yang lain tentang seperti apakah
sebenarnya proses demokrasi itu? Kok kelihatannya hampir
mustahil terjadi di bangsa yang sangat kita cintai ini. Pesen saya,
mas lah yang harus melakukan perubahan dalam pesta demokrasi
di bangsa ini dan nanti saya dan juga warga yang lain pasti akan
turut serta membantunya.

Adapun harapan atau keinginan yang lain dari masyarakat terkait
pemilu legislatif, yakni sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sunarti
berikut ini:

Saya ini mas kurang paham soal politik, tetapi kuwlo nggih pengen
(saya ingin) pemilu itu sing (yang) jujur, aman dan damai. Nggih
lek saged jumlah partaine niku mboten usah katah-katah soale
kulo (ya kalau bisa jumlah partainya tidak usah banyak-banyak
soalnya saya) tambah bingung. Trus bapak-bapak dewan niku lek
saged kudu nglakoni janjine soale kan (kalau bisa nepatin janjine
soalnya) janji niku utang. Dadi mangke kan podo enake antara

% Hasil wawancara dengan Pak Miskun pada tanggal 20 Juni 2009
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masyarakat kaliyan bapak-bapak dewan, istilahe niku sami-sami
untunge.

Harapan yang diungkapkan oleh Pak Miskun ini seolah
menunjukkan betapa besar keinginan masyarakat kita untuk turut serta
menyukseskan pesta demokrasi 5 tahun sekali di Indonesia. Masyarakat
miskin seperti Pak Miskun sepertinya sudah paham dan sadar bahwa
perubahan kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, politik
dan budaya dapat terwujud apabila sistem yang ada saat ini diganti dengan
yang lebih baik lagi. Apabila masyarakat miskin saja sudah punya
pandangan maju ke depan, mengapa mereka yang saat ini duduk di
kekuasaan dan menikmati gaji dan fasilitas mewah tidak punya pemikiran

untuk berubah?

C. Analisis Data
Setelah menyajikan data-data dalam penyajian yang menjawab segala
masalah yang dipertanyakan dalam rumusan masalah, maka dalam analisis
data ini akan dipaparkan beberapa hasil temuan peneliti di lapangan dan
sekaligus analisisnya.

Adapun temuan-temuan itu adalah sebagai berikut:

NO TEMUAN LAPANGAN KETERANGAN

1 | Tindakan sosial masyarakat | Perkembangan pemilu legislatif di

dalam  menghadapi  Pemilu | Indonesia ternyata tidak berjalan

%7 Hasil wawancara dengan Ibu Sunarti pada tanggal 25 Juni 2009
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Legislatif 2009

maksimal dan belum ada
perubahan yang signifikan. Ini
terlihat dari bagaimana proses
pendaftaran dan verifikasi partai
politik yang sangat rumit dan
berat, seolah-olah memberi kesan
bahwa hanya partai politik yang
mempunyai banyak uanglah yang
bisa dengan mudah memenuhi
segala persyaratan yang diajukan
oleh KPU. Di samping itu,
perubahan kebijakan dan aturan
tata cara dalam memilih dalam
pemilu legislatif 2009 ini ternyata
malah membuat masyarakat
menjadi bingung. Kebingungan
yang dialami oleh warga RW VIII
ini  ditunjukkan dengan masih
belum mengerti cara menyontreng
yang diatur oleh KPU. Meskipun
sudah ada sosialisasi dari media
elektronik dan media cetak, serta

dari anggota KPPS tetap saja
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banyak masyarakat yang belum
paham. Hal ini sangat
mempengaruhi  tindakan sosial
masyarakat dalam menentukan
hak pilihnya. Kebohongan janji-
janji para caleg yang sering
dialami oleh masyarakat, malah
membuat pragmatisme di
masyarakat. Oleh karena itu,
dalam pemilu legislatif 2009 ini
terlihat jelas bagaimana antisipasi
yang dilakukan masyarakat jika
nanti dibohongi lagi. Banyak
masyarakat yang memanfaatkan
para caleg untuk kepentingan
pribadi  ataupun  kepentingan
kampung  mereka. Bahkan,
meskipun mereka ikut serta
nyontreng di TPS ternyata harus
dibarengi dengan uang. Tanpa
uang masyarakat tak mau memilih
atau datang ke TPS. Ini

menunjukkan betapa masyarakat
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kita sudah jenuh dan
berkeyakinan bahwa pasti akan
dibohongi lagi, sehingga cara
yang demikianlah yang diambil.
Meskipun, ada beberapa
masyarakat yang sudah
mempunyai  pendirian  dalam
menentukan pilihannya, seperti
memilih Golput, akan tetapi terus
terang hal ini akan membuat
proses kedewasaan Dberpolitik
menjadi terhambat, khususnya
bagi masyarakat miskin di

Indonesia.

Pemilu Legislatif

diharapkan oleh masyarakat

yang

Sebagai  masyarakat = miskin
ternyata tidak menjadikan warga
RW VIII untuk tidak bisa
memberikan  pandangan  soal
harapannya agar proses pesta
demokrasi di negeri ini menjadi
lebih baik lagi. Masyarakat
ternyata menginginkan bentuk

baru dalam pesta demokrasi di
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negeri ini, yaitu menjadi lebih
aman, damai dan demokratis.
Mereka ingin persyaratan dalam
mendirikan suatu partai politik
lebih dipermudah agar masyarakat
miskin juga bisa punya partai
sendiri yang sesuai dengan cita-
cita perjuangan mereka.
Keinginan lain adalah adanya
proses seleksi atau verifikasi
dalam proses pengajuan calon
legislatif, sehingga bisa
melahirkan pemimpin  bangsa
yang benar-benar peduli terhadap
rakyatnya. Sebuah harapan yang
seharusnya diberi apresiasi tinggi
bagi kita semua, khususnya bagi
pemerintah dan instansi yang
terkait dalam proses pelaksanaan
pesta demokrasi di negeri ini. Hal
int agar ke depan ada perubahan
yang sangat besar dalam sistem

pemerintahan  kita  sehingga
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nantinya bangsa ini bisa lebih
maju dan demokratis sehingga
bangsa kita bisa lebih dihargai
lagi di mata bangsa-bangsa yang

lain

D. Konfirmasi Temuan dengan Teori Tindakan Sosial Max Weber

Proses pemilu merupakan salah satu arena politik bagi rakyat untuk
menentukan masa depan bangsa ini, termasuk nasib 250 juta rakyat Indonesia.
Karena bersifat menentukan hal-hal yang strategis, maka rakyat tidak boleh
bersikap acuh tak acuh, apalagi tidak ambil bagian di dalamnya. Dalam
keterlibatan ini, selain dengan mempersiapkan kandidat dan calon yang akan
diusung dalam pemilihan, rakyat juga perlu mengawasi proses politik ini dari
awal sampai akhir agar terhindar dari manipulasi, politik uang, hingga
intimidasi terhadap pemilih.

Dalam hal ini, masyarakat RW VIII yang kampungnya seringkali
dijadikan sebagai objek kampanye partai politik dan para calegnya merupakan
masyarakat yang sering menjadi korban janji-janji palsu dari partai atau caleg
yang melakukan kampanye. Di sisi lain, masyarakat RW VIII juga dalam
posisi bingung dalam menentukan hak pilihnya karena jumlah partai dan caleg
yang sangat banyak, serta perubahan cara dari nyoblos menjadi nyontreng.
Oleh karena itu, dalam pemilu legislatif 2009 ini masyarakat RW VIII

memanfaatkan para caleg yang datang ke kampungnya dengan janji akan
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dimenangkan, seperti merenovasi mushola atau perbaikan selokan. Bahkan,
masyarakat akan datang ke TPS untuk nyontreng caleg yang maju asalkan
harus ada uang yang banyak. Caleg yang memberi uang terbanyaklah yang
akan dipilh oleh masyarakat. Namun, tidak semua masyarakat bersikap
demikian. Ada beberapa masyarakat di RW VIII yang bisa bersikap dalam
Pemilu Legislatif 2009 ini, seperti memilih untuk Golput karena menurut
mereka ini adalah pilihan politik mereka. >

Max Weber menjelaskan, bahwa tindakan rasional instrumental
merupakan tingkat rasionalitas paling tinggi dengan meliputi pertimbangan
dan pilihan yang sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat
yang dipergunakan untuk mencapainya. Individu dilihat sebagai memiliki
macam-macam tujuan yang mungkin diinginkannya, dan atas dasar suatu
kriterium menentukan satu pilihan di antara tujuan-tujuan yang saling
bersaingan ini. Individu itu lalu menilai alat yang mungkin dapat
dipergunakan untuk mencapai tujuan yang dipilih tadi.

Di sisi lain, tindakan rasional berorientasi nilai adalah bahwa alat-alat
hanya merupakan obyek pertimbangan dan perhitungan yang sadar; tujuan-
tujuannya ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat
absolut atau berupakan nilai akhir baginya. Nilai-nilai akhir bersifat
nonrasional dalam hal di mana seseorang tidak dapat memperhitungkan secara
obyektif mengenai tujuan-tujuan mana yang harus dipilih. Lebih lagi,
komitmen terhadap nilai-nilai ini adalah sedemikian sehingga pertimbangan-

pertimbangan rasional mengenai kegunaan, efisiensi, dan sebagainya tidak
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relevan. Juga orang tidak memperhitungkannya (kalau nilai-nilai itu bersifat
absolut)  dibandingkan  dengan  nilai-nilai  alternatif.  Individu
mempertimbangkan alat untuk mencapai nilai-nilai seperti itu, tetapi nilai-
nilail itu sendiri sudah ada.

Artinya, tindakan sosial dalam menghadapi pemilu legislatif 2009
yang ditunjukkan oleh masyarakat RW VIII merupakan tindakan rasional
instrumental dan juga tindakan rasional berorientasi nilai. Masyarakat yang
secara sadar datang ke TPS dengan digerakkan oleh alat atau instrument
berupa uang menunjukkan masyarakat dengan tindakan sosial rasional
instrumental. Sedangkan masyarakat yang sudah memiliki sikap untuk Golput

menunjukkan masyarakat dengan tindakan sosial rasional berorientasi nilai.



